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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan oleh penulis di atas 

maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor. 13 Tahun 2014 telah 

dijalankan dengan  baik secara struktural dan prosedural, terbkti 

pihak kecamatan dan desa telah berupaya menjalankan mekanisme 

pemungutan sesuai standar operasional. Namun demikian, 

implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif karena masih 

terdapat kendala administratif dan teknis, seperti kesalahan dalam 

pencetakan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), 

terbatasnya akses ke wilayah terpencil, dan minimnya kapasitas 

sumber daya manusia. Faktor penghambat utama dalam 

pelaksanaan Sistem Operasional Prosedur (SOP) pemungutan 

pajak bumi dan bangunan(PBB) di Kecamatan Hulu Palik meliputi 

rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar 

pajak, kurangnya sosialisasi oleh aparat, serta kendala geografis 

yang menyulitkan proses penagihan. Hal ini berdampak pada 

belum optimalnya penerimaan pajak sebagai sumber Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 
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2. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, Peraturan Bupati ini telah 

memenuhi unsur legalitas formal, yaitu memiliki dasar hukum 

yang sah serta tujuan yang sejalan dengan kemaslahatan publik. 

Namun, pada aspek substansial, kebijakan ini belum sepenuhnya 

mencerminkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah seperti keadilan 

(al-‗adl), musyawarah (syura), serta pengawasan dan akuntabilitas 

(muraqabah). Hal ini tercermin dari belum meratanya beban pajak, 

kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan, serta 

lemahnya sistem pengawasan. Dengan demikian, meskipun secara 

normatif Peraturan Bupati Nomor. 13 Tahun 2014 telah 

mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang sesuai dengan 

prinsip otonomi dan good governance, namun dari perspektif 

siyasah dusturiyah masih dibutuhkan penyempurnaan dalam 

pelaksanaannya agar benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip 

keislaman dalam pengelolaan keuangan publik. 

B. Saran 

Sebagai hasil dari temuan penelitian ini, penulis memberikan beberapa 

saran berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait (BAPENDA) 

Diperlukan peningkatan kualitas data pajak melalui pembaruan 

Nilai Jual objek Pajak (NJOP) secara berkala dan digitalisasi 

sistem pelaporan. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan teknis dan 

peningkatan kapasitas bagi aparatur desa dan kecamatan sangat 
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penting agar mereka mampu memahami dan menerapkan Sistem 

Operasional Prosedur (SOP) secara profesional. 

2. Bagi Aparatur Kecamatan dan Desa Aparatur perlu meningkatkan 

upaya sosialisasi yang bersifat edukatif kepada masyarakat terkait 

manfaat dan kewajiban membayar pajak. Pendekatan partisipatif 

berbasis nilai agama dan kemaslahatan sosial akan lebih efektif 

dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat pedesaan.  

3. Bagi Masyarakat Kecamatan Hulu Palik Wajib pajak hendaknya 

memiliki kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban sosial dan 

agama yang ditujukan untuk kepentingan bersama. Dukungan 

masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan daerah 

dan juga ketaatan terhadap kebijakan pemimpin yang sah (ulil 

amri), sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa: 59. 
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